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Fengantar

Alhamdultitaahi rabbil'aalamin, buku transformasi administrasi negara clengan dua
jilid ini adalah krrmpulan makalah yang di dapat dari konferensi ac|ninistrasi negara
l<etiga di Bandung pada 6-8 fuli 2010, konferensi administrasi negara yang dilak-
sanal<an di Bandung ini adalah keterusan dari konferensi administrasi negara satu
dan dua yang dilaksanakan di Yogyakarta (uGM) dan surabaya [Unair). Berbagai kum-
pulan makalah ini yang sangat banyak diterima oleh panitia konferensi menyebabkan
tidak semua makalah masuk dalam buku ini. walaupun ada berbagai makalah yang
tidak diterima dalam buku ini dikarenakan faktor teknis seperti makalah sudah diter-
bitkan ditempat lain dan sebagainya. )

Hasil-hasil dari rnakalah ini mengalami proses editing oleh tiga editor dari l<onferensi
adminisffasi negara tiga. Buku pertama yang berjudul transformasi administrasi neg-
ara: perspektil manajerialisme, mengemukakan berbagai perubalran dalam konsep
nianajemen pada sektor publik, Kemudian buku kedua yang berjudul transformasi
administrasi uegara: perspektif politik dan kebijakan publil< ini juga mengalami pe-
rubahatr yang sangat signifikan terutama setelah era reformasi saat ilti, clirnana politil<
suatu bangsa sangat berperan dalam menentukan suatu kebijakannya.

Makalah"makalah ini mengalami proses editing sehingga ada beberapa l<ata-kata, kali-
mat atau tanda yang berubah, tetapi tidak merubah makna yang terkanclung cli dalam-
nya, Proses editing ini memakan waktu yang sangat lama karena berbagai makalah
tersebut memang memiliki kekhasan masing-masing, sehingga l<ami memerlukan
penelaahan dan terkadang perlu mengkonfirmasi ulang pada para penulis.

Kami sangat berterima kasih sekali atas kepercayaan para teman-teman di program
studi ilmu administrasi negara, FISIB UNPAD serta Lp3AN flembaga penelitian, pela-
tihan dan Pengkajian Administrasi Negaral yang telah bersusih payah menyelengga-
rakan acara konferensi ini sehingga dapat berlangsung dengan bail<.

Pada momen ini juga perlu kami sampaikan pada konferensi aclministrasi negara
ketiga ini iuga tercetus suatu organisasi ilmu administrasi publik yang cliharapkan
menjadi ajang silaturahim para palcar dan pemerhati administrasi negara di Indone-
sia. Kami haturl<an juga terima kasih yang tidak terkira pacla IApA (lndonesia Asso-
ciation for Public Administration) yang sudah menjadi wadah perkumpulan ilmuwan
dan pemerhati administrasi negara, Buku ini diluncurkan pertama l<ali cli Konfer-
ensi Administrasi Negara keernpat di Makasar, agar momen dari konfereqsi ini ticlak
berl<urang, dan pemakalah tertarik lagi untuk menulis mal<alahnya cli l<onlerensi-l<on-
ferensi berikutnya.

Terakhir kami harap, buku kumpulan makaiah ini dapat memberikan makna yang be-
sar bagi para pemerhati dan pakar administrasi publik, baik secara lconsepsi ataupun
pral<tis,

Bandung,3l Mei 2011

Editor
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Abstrak

Transfgrmasi Administrasi Negara: perspektif Manajeriallsme
Heru Nurasal

Sintaningrum2
Yog i Sup ra,yag i Sug andis

Makalah ini akan memberikan urasan tentang pentingnya prrrbohrniiroiitmu ad-
ministrasi negara yang perlu menyesuaikan diri dengan keadaan bangsa dan negara
di Indonesia. Dalam perspektif manajemen ini, administrasi negara ii perspektifkan
sebagai manajemen yang mengatur masyarakat/pubtik. perubihan ini menyangt<ut
pada berbagai aspek pelaksanaan pemerintahan di rndonesia. Makalah ini juga akan
m.emapar.kan beberapa temuan terbaru dari hasi! konferensi administrasi negara tiga,
dimana dalam konferensi tersebut menemukan beberapa makarahyang dapat menjadi
acuan bahwa ilmu administrasi negara mengalami perubahan,/transformasi sangat
cepat, dengan semakin majunya itmu-irmu yaig mendukung irmu tersebut,

l(ata Kunci: Administrasi negara, Manqjemen dan perubahan.

Pendahuluan
Perl<embangan llmu Administrasi Negara pada saat ini dirasakan cultup pesat di In-
donesia, ini diperlihatkan dengan semakin trrmbuhnya lembaga-lembaga pendidil<an
maupun non-pendidikan yang bergerak di bidang adrninistrasi negara. Aclministrasi
negara sendiri di Indonesia memiliki berbagai sudut pandang yang berbecla-becia pan-
da'gan. Ada dua pandangan atau perspekrifyang tertarik aka' diangl<at dalam judul
bul<u ini, perspektif pertama adalah pelspektif manajemen dan kedua adalah pers-
pektif politik dan kebijakan publik. Dalan sudut pandang manajemen sendiri aclmin.
istrasi negara ditempatkan sebagai pelaksana dan pengeksekusi berbagai aktifitas di
dalam negara, sedangkan dalam perspektifpolitik dan kebijakan publili administrasi
negara dipandang sebagai perancangan dan pengevaluasi aktifitas di dalam negara.
Aktifitas-aktifitas ini kemudian yang sali'g Iengkap merengkapi dari perkembangan
administrasi negara di Indonesia,

Perl<embangan ini diindikasikan dengan semakin dinamisnya ilmu ini dengan ber-
bagai perkembangan nomenklatu, mulai dari ilmu tata negara, administrasi negara,
admi*istrasi publik dan yang gampai mutakhir ini irmu manajemen dan kebijakan
publil<, Perkembangan inilah yang dijanjikan oleh tumbuh dan berkembangnya suatu
ilmu, pandangan ini di landasi oleh pemikiran Rosenbloom dan Kravchucri (zoosl
tentarg core ilmu administrasi negara antara iain hul<um, politik clan rnenajemen,
perspektif ini juga didukung oleh Eran v Ga"dot [2001] yang menulisl<an core ilmu
adrninistrasi negara itu antara lain organisasi dan bisnis, ilmu buclaya clan sosiologi
serta I)olitik dan kebijal<an publik

Perspektif inilah yang menjadi kekuatan arus utama dalam aclministrasi negara di In-
dcuesia. Transformasi aclalah bentur< perubahan yang sekarang menjadi iend dari
iimu adn.rinistrasi negara, pengelolaan negara secara lebih efisien, efektif dan ekono-
mis seperti yang clituliskan peter F Drucker [2000]. pengelolaan ini pacla akhirnya
1 Dosen Adilillisttasi Negara, FIStC UNpAb, Ba;it;;i
: Doscn A.lhinistrasi Negoro, FlStl, uNpAD, Ban4ufi.
' Dosen Atlministrasi Negoro, FlSlp, IJNpAD, Bandung.



POINT KRTTIS DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PROGRAM
DAN A}JGGARAN PEMBANGUNAN YANG RESPONSIF GENDER

Nengyanti
Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Bergulirnya reformasi di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar bagi pe-
rubahan pemerintahan di daerah. perubahan yang paling menyorok aelalah pember-
lalruan otonomi daerah. sebelumnya, pemerintah pusat memiliki l<el<uasaan yang sa-
ngat besar di daerah, pemerintahan lebih sentralistik. pembentul<an unclang-undarig
[uuJ No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah membuar craerah memiliki
kekuasaan yang besar untuk menentukan nasibnya sendiri. uu No zz lahun 1999
sendiri baru diberlakukan pada 1 Januari 2001. Jadi, sekarang ini claerah rnenikmati
otonominya baru sekitar lima tahun.

Pada awal pelaksanaan otonomi, l<aum perempua' cli daerah sempat rnenil<rnati masa
"perhatian yang tinggi'i Dikatakan tinggi karena pemerintah daerah, provinsi dan
l{ota/kabupaten secara berurutin membentuk Biro peranan wanita dan Bagian pem-
berdayaan Perempuan. Selama ini, mesl<ipun perempuan telah memiiii<i Menteri Ne-
gara yang mengurusi wanita, namun di daerah mereka tidak menriliki lernbaga khusus
sebagai perpa'jangan kementerian itu. Ar<ibatnya, program untuk perempuan )aarg
dijalarrl<an oleh pemerintah baik pusat dan claerahtanyak yang tidak efektif, Bahl<an,
ada birokrat yang menganggap program wanita di clinasnya merupakan program
tempelan saja. Program tersebut harus acla jika dinas itu ingin dil<atal<an clinasnya
berhasil, sebab, berdasarkan Kepmen-upw Nomor z/KEp/MENUpw/ 1991, ctinas
meniadi anggora tim pengelola peningkatan peranan wanita (TR-pzw) sehingga salah
satu unsur penilaian keberhasilan suatu dinas dalam menjalankan program adalah
aclanya program wanita. Anggapan bahwa program wanita hanya mer'upakan pro-
gram tempelan belaka, tidak ielas pertanggungjawabannya, menyebabkan perhatian
ciinas sa'gat l<urang. Para birokrat belum mempunyai pemahaman mengenai nral<na
program wanita bagi pembangunan secara adil dan merata berdasarkan gencler (Ne-
ngyanti, 2002).

Biro Peranarr wanita provinsi sumatra selatan dibentuk dengan SK Gubernur No ?g
tertanggal 30 Juli 1999. Pejabatnya dilantik pada 1 september 1999. penambahan biro
tersebut dikuatkan dengan perda No 4 Tahun 2000 tertanggal 19 Mei 2000. selanjut-
nya, pada 29 Desember 2001 ditetapkan percla No 10 tentang susunan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi
sumatra selatan. Perda itu memuat perubahan struktur Organisasi sekretariat
Daerah termasuk ditiadakannya Biro peranan waniu dan cliganti menjacli Eagian
Pemberclayaan Perempuan di bawah Biro l(esejahteraan Ra,kyat [Kesra]. I(epala
Bagi4n Pemberdayaan Perempuan dilantik tanggal z9 Januari 2001 [hasil wawancara
dengan Kabag Pemberdayaan perempuan pemerintah provinsi sumsel, 1z Februari
2002).

Adm Publik Konternporer I 17



Penurunan statils lembaga pemberdayaan perempuan, dari biro menjadi bagian, di-
ikuti pula dengan perombakan personel yang mengisi lernbaga tersebut. Kepala ba.
gian tidak otomatis dijabat oleh kepala biro sebelumnya, melainkan diisi oleh orang
lain. Demikian juga clengan para stafnya, ada perubahan meskipun ada beberapa
orang rnasih mengisi pada bagian tertentu.

Hal yang sarna jLrga terjadi cli Pemerintahan Kota Palembang. sebelunrnya, Pemerintah
Kota Palernbang melalui SK Walikota No 02 Tahun 2000 tanggal 12 Januari 2000
membentuk Bagian Pemberdayaan Perempuan. Kurang dari satu tahun Bagian
Pemberdayaan Perempuan juga turun meniadi sub Bagian Pemberdayaan perempuan,

Pemberdayaan perempuan yang tadinya berstatus sebagai bagian, sekarang menjadi
sub bagian dari Bagian Kesejahteraan sosial. SK perubahan itu tercantum dalanr slt
walikota No 51 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah'
(hasil wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang, L4
Februari 20021.

Walaupun status l(elembagan perempuan sempat naik dan akhirnya turun lagi, paling
tidak sudah ada niat baik pemerintah provinsi dan kota/kabupaten untuk mem-
pefhatikan permasalahan perempuan yang sudah lebih dari dua dekade merhiliki
menteri. Namun, l<ementerian itu tidal< memiliki staf l<arena statusnya menteri
ne$ara yang tidal< memimpin clepartemen. Akibatnya,'lembaga itu tidak memilil<i
staf di daera! secara vertikal untuk menjalankan progfam peningkatan perdn elan
pernecahan masalah yang dihadapi perempuan. Adanya otonomi yang memberikan
kesempatan besar pada pemerintah daerah untuk membanguh daerahhya sesuai
dengan potensi yang dimiliki, diharapl<an mampu memberdayal<an perempuan di
setiap bidang pembangunan.

Pembentr-rl<an Bagian Pemberdayaan Perempuan di provinsi clan Sub Bagian pern-

berdayaan Perempuan di kota/kabupaten diharapkan dapat menjadi pemicu
meningl<atnya perhatian pemerintah daerah kepada masalah perempuan. Lembaga
pemberdayaan perempuan di pemerintahan daerah mempunyai peluang dan
l<esempatan yang besar untul< memajukan perempuan di daerahnya. Upaya pem-
berdayaan perempuan sangat ditentukan oleh kondisi, masalah dan potensi daerah
secara lcontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan secara nasionai. Oleh karena
itLr, tulisan ini membahas bagaimana peluang keberdayaan perempuan daerah seiring
dengan diberlal<ul<anya l<ebijal<an otonomi daerah.

Petruang Keberdayaan Perempuan

Otonomi daerah yang didasari oleh UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
diberlakukan pada 1 Januari 2001. Pengaturan otonomi daerah dilaksanakan melalui
Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000. Kewenangan pemerintah untuk urusall
yanrg bersifat nasional dan strategis serta kewenangan dalam penetapan kebijakan.

Jilca dikaitkan dengan masalah kependudukan dan pemberdayaan perempuan,
pasal 2 ayat (3) mengatur kewenangan pemerintah di bidang kependudukan yaitu
penetapan pedoman mobilitas kependudukan, penetapan kebijal<an pengendalian
angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penetapan
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pedoman dan fasilitas peningkatan kesetaraan dan keadilan gencler; penetapan
pedornan pengembangan kualitas keluarga, penetapan pedoman perlinclungan dan
penghappsan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak clan remaja [Ahmadjayadi,
2000J.

Pelalaanaan otonomi daerah yang berlanjrlt ctengan pemberian wewenang l<e peme"
rintahan daerah diyakini akan lebih membuat daerah berkembang dibandingl<an jika
wewenang ihr berada di pusat. Pembentukan menteri negara yang khusus menangani
masalah perempuan yang telah berlangsung selama beberapa periocle pernerintahan
misalnya, belum optimal meningkatkan peranan perempuan. pasalnya, menteri itu
tidak memiliki staf di tingkat bawah, Tp-pzw yang mgnjadi ujung rombal{ menreri
dalam pembangunan perempuan pun belum maksimar melaksanakan t*gas dan fung-
sinya (Nengyanti, 2802, h. t7 7).

Tidal< maksimalnya pelaksanaan program perempuan di daerah disebabl<an program
yarrg dijalankan lebih banyak direncanakan secara dari atas I<e bawah (top down
planning) ketimbang dari bawah ke atas (bottom up planning). permasalahan yang
sesungguhnya di masyarakat bawah tidak teridentifikasi, sehingga program yang
dijalankan lebih banyak bero'ientasi pada proyek saja (Nengyanti, ?a02, h. 91--95J.
Desentralisasi menjadi pilihan l<arena dengan desentralisasi, mal<a pelaksana cli
bawah lembaga khusus pemberdayaan perempuan dapat melihat permasalahan yang
sesungguhnya dan juga dapat mengambil keputusan untuk mengatasinya.

Adanya lembaga yang terdtssentralisasi menurut opborne dan Gaebrer [1998, h. z83--
285) al<an membuat lembaga dapat memberi tanggapan crengan cepat terhadap ring.
l<ungan dan kebutuhan perempuan. Lembaga menjadi efektif clan inovatif ketimbang
iembaga yang tersentralisasi. I,embaga yang terclesentralisasi menghasill<an sema-
ngat kerja yang yang lebih tinggi dan lebih banyak komitmen sqrta produktivitas,
Pelaksanaan otonomi daerah sejakJanuari 200i. lalu hingga kini masih clalam masa
transisi. Beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan antara bupati clan gubernur
adalah pada Pasal 4 uu No zz rahun 1999. pada pasal tersebut disebutkan provinsi
dan l<ota/l<abupaten tidak memiliki hierarkhi lagi, Jadi, gubemur ticlal< mernpunyai
wewenang di kota/kabupaten. Perubahan uu No 22 Tahun 1999 sencliri masih dalam
proses penyelesaian, Ada kabupaten yang menolak hierarl<hi clengan provinsi tetapi
ada juga yang mau menerima.

Pelaksanaan otonomi daerah sepertinya tidak akan terbenclung lagi. pembangunan
hartrs dijalankan, Termasuk pembangunan peningkatan pemberdayaan perempuan di
tiap provinsi dan kota/kabupaten. untuk melaksanakan programnya, bagian pember-
dayaan perempuan di pemerintahan provinsi dan sub bagian di pemerintahan lcotaf
kabupaten membuat perencanaan anggaran proyek.

Dana Program Perempuan

sebuah program ticlak akan berjalan apabila tidak memiliki dana. Dana pembangunan
perempuan di berbagai provinsi di lndonesia rata-rata kurang dari 10 persen. Hanya
provinsi Nusa Tenggara Timur yang jumlah anggarannya pada tahun 2000 clitetapkan
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sebesirr 72,72 persen, itLrpun digabung dengan sektor kesehatan, kesejahteraatr scsial,

peranan wanita, anak dan remaja flestari dan Henri, 200I,h. 162).

Tampaknya, walaupun masalah perempuan sering didengung-dengungkan dalam

pembangr.rnan, ternyata nilai proyek pembangunan perempuan dalam anggaran

negirra sangat l<ecil dan tidak adil [Lestari dan Henri, 2001, h. t56--157). Kondisi ini

oleh Jain [dalam Moore, 1998, h. 264--265) dianggap sebagai penyingkiran wanjta

claLarn pos-pos manajerial, birokrasi, pembuatan keputusan yang berhubungan

clengau proyel<-proyek pembangunan berskala besar. Untuk itu, Diana Elson [dalam
Hidajadi, 2001J mengusulkan pentingnya analisis keadilan gender pada anggaran

penrbangunan.lniyangdisebutnya sebaga\genderbudget.Genderbudgefmerupakan
konsep untuk rnembantu mengatasi kesenjangan yang terjadi sehingga anggaran

pemerintah dapat dikumpulkan dan dibelaniakan secara efektif dan adil gender'

Konsep ini juga membantu pemerintah dalam mengalisis anggaran dengan perspelctii

gender agar anggaran pembangunan lebih adil gender. Selain itu, konsep itu juga

membanlu mengkaji dampak pembangunan kepada perempuan dibandingl<an

dampal<nya l<epada lelalci.

Minimnya alokasi anggaran untuk program perempuan disebabkan ltebijakan ne'gara

dirancang berdasarkau asumsi-asumsi dan ideologi-ideologi yang berlakr"r tentang

peran perempuan, hakikat keluarga dan hubungan yang seharusnya terjadi antara

lelaki dengan perempuan (Moore, 1998, h. 224). Kareha birokrat pengisi lemlraga

penyusLrn kebijakan negara masih didominasi lelaki, maka penentuan kebijakan pun

didasarlcan asumsi dan ideologi lelaki [Moore, 1998 dan Staudt, 1990). Asumsi yang

biasanya dijadilcan alasan penentu kebijakan antara lain program pembangunatr tidal<

harus secara l<husus dibuat untuk perempuan karena perempuan akan terimbas juga

olelr program utnum yang dibuat. Selain itu, adanya asumsi bahwa pencari nafkah

itr-r suami atau lelal<i [Moore, 1998 dan Staudt, 1990), sehingga dengan sendirinya

pererrpuan al<an sejahtera dan terlindungi. Kepentingan dan kebutuhan perempLlall

dianggap merupakan bagian kepentingan umum, tanpa pengakuan pada fal<ta

bahwa perempuan adalah warga negara yang tidak sama dengan lelaki' Akibatnya,

kebijakan pembangunan yang diupayakan pemerintah menjadi bias lelaki. Padahal

rrrellLrrut Stiver (1997, h. 483) yang terinspirasi dari pendapat Woodrow Wilson's

[1BB7J mengarakan bahwa administrasi negara yang diejawantahkan dalam aktivitas

birokrat pemerintahan seharusnya bersifat netral dan tidak bias.

Di sarnping itu, ada anggapan bahwa negara dalam hal ini pemerintah, rnerupal<an

milik lelaki l<arena pembangunan diidentikkan dengan perperangan, pertempuran,

nertahanan/pertarungan sehingga membutuhkan sifat heroik, disiplin, procluktil

dan respel<tilyang distereotipel<an sebagai ciri lelaki. Diperkuat juga dengan adanya

panclangan dil(otomi pr"rblik dan privat. Publik diidentikkan dengan negara dan privat

diidentikkan dengan rumah tangga. Hal ini membuat pelaksana pembangunan

yang ciisebut birol<rat pemerintah dipercayakan pada lelaki (Scot, 1996, h. 1*10
clan Stiver clalam Shafritz dan Hyde, 1,997,h.481--490J. Kondisi ini rnenyebabl<an

l<urang terwal<ilinya dan terisolirnya perempuan dalam birokrasi pemerintahan.

Ferguson [dalam Staudt, 1990, h. 302) menyarakan bahwa karena administrator

3A I'frunsJbrnusi Administrasi Negara: Perspektif Manojeriolisme



perempuan merupakan bagian lerkecil dari sistem dorninasi dan l<etidal<setaraan
global, supaya upaya pemberdayaan perempuan tetap eksis maka diperlul<an upaya
mempertahanlcan secara bergrilya di birokrasi pemerintahan,

Mesl<ipun telah ada lembaga yang lchusus dibentuk oleh pemerintah yang clikepalai
oleh birokrat perernpuan, namurl posisinyd masih ambivalen, Lembaga itu clibentul<
niimun kurang mendapat dukungan dana dan staf serta kurang rnempr-rnyai al<ses ter-
hadap organisasi akar rumput di luar pemerintahan [Ferguson, dalam star-rdt, 1990,
h' 291-313J. Padahal agar lembaga itu dapat merumuskan problem perempuan clan
utenentukan kebutuhan perempuan yang mana yang harus diubah, lembaga itu harus
menciptakan jaringan dengan lembaga di luar dan juga harus berl<olaborasi denga.n
birokrat pemerintah lainnya,

0leh l<arena itu, Bacchi [1999] mengusullcan bahwa apabila pemberdayaan perem-
puan al<an ditingl<atl<an mal<a personel yang ditugaslcan untuk itu harus mempunyai
kepiawaian dalam proses perumusan program dan kebijakan. Mereka harus pandai
mengidentifikasi persoalan perempuan dan menariknya menjadi persoalan yang
representatif r.rntuk diagendakan dalam kebijakan pembangunan. Dengan penge-
tahuan yang mendalam mengenai problem perempuan, merupal<an alat r.rntr.rk lebih
rnendekati pada kebutuhan dan kepentingan perempuan, Selain itu, mereka perlu
rnengenal tujuan (groolsJ yang akan dicapai agar dapat mendekatl<an problem perem-
puan yang mendasar. Dengan pendel(atan problem itu membuat persoalan perem-
puan: l<etidaksetaraan, aborsi, kesehatan, pemerataan kesempatan, clapat terakomo,
dir dan diperhatikan oleh penentu l<ebijakan. Di sdmping itu, personel itu pun lrarus
menyebarkan liepedulian pada masalah perempuan ke tiap aparat pemerintahan lain-
nya agar persoalan perempuan menjadi perhatian pemerintah.

Narnun, hasil penelitian Nengyanti [2002) terhadap lembaga Tp-pzw l<ernampuan
personel tim dalam bidang administratif l<husus dalam menyr,rsun program perem-
puan belum memadai. Mereka juga l<urang memiliki daya dorong terhaclap peng-
agendaan program perempuan sebagai program pol<ok pembangunan daerah khu-
susnya l<etil<a penyusunan anggaran. usulan program perempuan banyak yar.rg ticlak
disetujui oleh panitia anggaran. Jika pun ada yang dlsetujui, program itu r.rmumnya
berl<aitan dengan streotipe peran perempuan dan alokasi anggarannya pun beh.rm
memadai.

Demikian jLrga pada penelitian 2005 tentang senstivitas panitia anggaran baik el<se-
i<utif maupun legislatif di provinsi sumsel dan Kota palembang terhadap gencler,
rnenunjukkan sensitivitas anggota penyusun anggaran terhadap program pember-
dayaan perempuan masih belum memadai. Mereka masih berar.rggapan l<ebutuhan
dan kepentingan perempuan tercakup pada kepentigan umum, Selain itLr, orientasi
penvusun anggaran lebih ke kegiatan fisik dan ekonomi saja sehingga kegiatan yang
bersilat pemberdayaan masih belum menjadi lokus perhatian, apalagi soal l<ebutuhan
perempuan. (Nengyanti, 2004J

l(orrdisi ini diperlemah lagi tidah berdayanya staleholder pengusurlg masalah gen,
der dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daeral.r. Tictak ja-
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rang usulan yang dibangun biro atau badan atau kasi pemberdayaan perempuan di

provinsi atau kota baik yang diusulkan sendiri maupun bekerjasama dengan PLrsat

Studi Wanita dan LSM, ternyata belum mampu mendorong 5 persen anggara harus di-

alokasi untuk program, proyek atau kegiatan untukperempuan (amanat Kepmendag-

ri No 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelalsanaan Pengarusutamaan Gen-

der dalam Pembangunan di Daerah pasat 7J. Program perempuan masih diatrggap

rnenempel pada program pembangunan fisik. Menskipun telah dibentr-rk struktur
khusus ber-labell<an pemberdayaan perempuan di struktur pemerintahan daerah, na-

mun karena diisi oleh SDM yang l<urang berkompetensi maka akan kurang bermakna

clalam mendorong progr4m pembangunan daerah yang memberdayakan perempLrarl.
'Ian.rbahan, para panitia anggara baik dari eksekutif maupun legislatif yang l<trrang/

tidal< memiliki gender awareness, menyebabkan upaya pemberdayaan yang diliarap-
i<an sampai kepada penyusunan anggaran yang responsive gender menjadi tidak ber-

makna. INengyarrti, 2007J

Penutup
Nial baik sr,rdah clitunjukkan dalam proses pelaksanaan otonomidaerah dengan ntem'

perhatil<an kaum perempuan. Walau hal yang dilakukan baru sebatas memberi per-

hatian clan.juga melaksanakan program pembangunan yang berl<aitan dengan sisi l<e-

perempLranan, langkah awal terbentuknya biro, bagian daiam struktur pemerintahan

di tingkat provinsi dan juga lcalupaten kota nrembuat perempuan memiliki saluran

dan jrrga wad:rh untuk meningkatkan derajat kesejahteraannya. Namun, langl<ah pem'

berciayaan tidal< hanya sebatas membuat nomeklatur di strul<tur pemerintahan ure-

lainkan harus diikuti dengan mengisian formasi jabatan tersebut dengan SDM yang

memiliki kornpetensi yang tepat, tidak hanya melihat dari jenis kelaminya perernpuall

saja. Selain itu, r-rpaya pemberdayaan perempuan tidak hanya dilakukan melalui perrg-

arnbilan kebijal<an yang responsive gender, tetapi juga dikuatkan dengan pelatihan

atau internaslisasi kepada baik birokrasi di jaiaran pemerintahan maupun arlggot;t

legislatif baik lal<i-laki maupun perempuan, agar mereka lebih memilikigender aware-

ness ketika menyusun program dan anggarannya.
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